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Abstract:  
This study aims to analyze the implementation of performance-based budgeting in improving local government performance. The 

focus of the study is on the four main pillars in the implementation of performance-based budgeting, namely planning, 

implementation, reporting, and evaluation. This approach prioritizes effectiveness, efficiency, and accountability in budget 

management, as well as optimizing public resources to achieve measurable results and in accordance with national priorities. 

Through a literature review, this study identifies factors that influence budgeting performance in the local government sector, and 

explores the challenges faced in implementing a performance-based budgeting system, especially related to the efficiency of resource 

use. The method used in this study is a literature review, which analyzes various relevant literature on performance-based 

budgeting in local governments. From this analysis, it was found that although this system increases effectiveness and economy, 

changes in public management and strengthening organizational capacity are still needed to achieve optimal efficiency. The results 

of this study are expected to provide insight into the importance of careful planning, disciplined implementation, and transparent 

evaluation in improving local financial management and improving overall local government performance.  
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Abstrak :  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah. Fokus penelitian adalah pada empat pilar utama dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Pendekatan ini mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan sumber daya publik untuk mencapai hasil yang terukur dan sesuai dengan 

prioritas nasional. Melalui tinjauan pustaka, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

penganggaran di sektor pemerintah daerah, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem anggaran 

berbasis kinerja, terutama terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tinjauan pustaka (literature review), yang menganalisis berbagai literatur relevan tentang penganggaran berbasis kinerja 

pada pemerintah daerah. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa meskipun sistem ini meningkatkan efektivitas dan 

ekonomis, masih diperlukan perubahan dalam manajemen publik dan penguatan kapasitas organisasi untuk mencapai 

efisiensi yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan yang 

matang, pelaksanaan yang disiplin, serta evaluasi yang transparan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan 
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 PENDAHULUAN  

Penganggaran suatu negara yang dipengaruhi oleh sistem anggaran indonesia melalui sistem 

penganggaran berbasis kinerja yaitu sistem penganggaran yang menekankan pada pendayagunaan 

dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan (Abdul et al., 2017). Anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Sistem penganggaran berbasis kinerja ini mengutamakan upaya pencapaian hasil 

kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan, sehingga anggaran 

kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan outcome yang 

telah diantisipasi (Rawung, 2021). 

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan dalam dua dekade terakhir yaitu 

berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi sistem pengelolaan keuangan 

negara baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam 

pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya 

pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam penyusunan 

anggaran pemerintah. Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi 

daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 

masing-masing. Kedua undang-undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk 

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien 

(Romenda & Ningsih, 2020). 

Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategi yang dimuat dalam dokumen 

perencanaan strategi daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa 

pencapaian sasaran dan tujuan strategi tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling 

minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian 

pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan performance-

based budgeting dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. (Romenda & Ningsih, 2020) 

  Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran 

yang berorientasi pada output organisasi serta berhubungan erat dengan visi, misi, dan rencana 

strategis organisasi (Liza & Mariana, 2023; Mariana et al., 2024; Mariana & Rahmaniar, 2022; 

Ramadana et al., 2023). Pendekatan ini menekankan pada konsep value for money dan pengawasan 

terhadap kinerja output. Sebagai salah satu pendekatan modern, penganggaran berbasis kinerja 

dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem anggaran tradisional, terutama yang disebabkan oleh 

ketiadaan alat ukur kinerja yang jelas. Sistem anggaran tradisional sering kali hanya berfokus pada 

alokasi dana tanpa mempertimbangkan sejauh mana anggaran tersebut mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran pelayanan publik. Akibatnya, efektivitas penggunaan anggaran menjadi rendah, 

yang berdampak pada perencanaan pembangunan daerah yang kurang optimal. 

Dalam pemerintah daerah, implementasi penganggaran berbasis kinerja menghadapi 

sejumlah tantangan, seperti lemahnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan 

evaluasi anggaran. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem 

pengukuran kinerja yang tidak memadai turut menghambat penerapan kebijakan ini. Hal ini 
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berdampak pada rendahnya kualitas umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur terkait implementasi kebijakan 

penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi isu-

isu utama yang muncul dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran berbasis 

kinerja, serta menganalisis strategi yang telah diusulkan atau diterapkan untuk mengatasi kendala 

tersebut. Dengan menggunakan metode literatur review, penelitian ini akan mengumpulkan dan 

menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai efektivitas dan tantangan implementasi penganggaran berbasis kinerja di pemerintah 

daerah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

  Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka (literature review) melalui indentifikasi 

beberapa literatur yang relevan yang diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan kualitas dari literatur 

yang ditemukan (Herizal et al., 2020; Rahmatullah et al., 2023; Sudirman & Saidin, 2022; Zhul et 

al., 2024). Dari berbagai literature yang relevan tersebut, dianalisis menggunakan pola narasi 

(Mariana, 2023; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Safrizal, 2024; Nufiar et al., 2020; Rahmatullah 

et al., 2023), dengan tujuan yaitu memperdalam pengetahuan akan kinerja penganggaran, serta 

membantu para pembaca untuk memahami bersama tentang faktor yang mempengaruhi kinerja 

penganggaran pada sektor pemerintah daerah. Dalam studi ini, menawarkan penjelasan tentang 

faktor yang mempengaruhi kinerja penganggaran dalam pemerintah daerah. 

 

PEMBAHASAN 

 Implementasi dari Anggaran Berbasis Kinerja 

Penelitian mengenai keterkaitan anggaran pada sektor publik sudah banyak dilakukan 

penelitian terkait penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan menggunakan penilaian kinerja 

berdasarkan konsep value for money pada Pemerintah Daerah. Penelitian tersebut dilakukan dengan 

pendekatan kuantitatif dan hasilnya adalah terdapat pengaruh dari sisi ekonomis dan efektivitas, 

namun tidak terdapat pengaruh dari sisi efisiensi (Saleh & Andriana, 2021). Penganggaran berbasis 

kinerja dilaksanakan agar tercipta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas dan sesuai dengan prioritas nasional 

(Pratama & Handoko, 2018). 

Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa meskipun penerapan anggaran 

berbasis kinerja di pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam 

pengelolaan anggaran, implementasinya sering kali terkendala oleh sejumlah masalah praktis. Hasil 

penelitian juga menunjukan meskipun anggaran berbasis kinerja dirancang untuk mengoptimalkan 

alokasi sumber daya, banyak daerah yang belum berhasil mencapai efisiensi yang diharapkan. 

Kendala ini disebabkan kurangnya pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam 

menggunakan sistem ini secara efektif, serta kurangnya keterpaduan antara perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Selain itu, banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam 

menyusun indikator kinerja yang tepat dan relevan dengan kondisi lokal. Beberapa daerah sudah 

mulai menerapkan solusi seperti peningkatan kapasitas SDM dan penggunaan teknologi untuk 

mempermudah pelaporan, namun hasilnya masih bervariasi tergantung pada kesiapan dan 
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komitmen masing-masing pemerintah daerah (Saleh & Andriana, 2021). Peralihan sistem 

penyusunan anggaran ini didasarkan pada praktik terbaik yang diakui saat ini. “Performance budgeting 

is one of the most important parts of budgeting system and plays essential role for the success of any organization”.  

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan 

pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang 

terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya 

tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

pelayanan public (Abdullah & Junita, 2020; Ramadana et al., 2023).  

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk 

mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil 

yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan 

hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan 

itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian 

tujuan (Leki et al., 2018; Mariana & Rahmaniar, 2022). Program pada anggaran berbasis kinerja 

didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah (Jedidia, 2020; Wahyuni, 2022).  

Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah menjadi pusat perhatian ketika 

pemerintah menghadapi banyak tuntutan pengeluaran, dimana tuntutan merupakan tuntutan untuk 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi disisi lain wajib pajak tidak mau membayar 

pajak lagi. Penganggaran berbasis kinerja, Dalam hal ini pemerintah diminta efisien dan efektif. Ini 

berarti ada yang harus ditekankan pada pengendalian strategis pengeluaran agregat dan penetapan 

prioritas dan fasilitasi efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Untuk mencapai itu, para pengambil 

keputusan di semua tingkatan disektor publik membutuhkan informasi yang lebih baik dan 

bermanfaat. Pada gilirannya, membutuhkan dari pemerintah untuk melakukan perubahan radikal 

dalam sistem administrasi publik. Contohnya reformasi adalah; Perubahan manajemen, perubahan 

akuntansi, perubahan anggaran. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah adalah “managing” untuk hasil dalam anggaran (Curristine et al., 2007). 

Berdasarkan itu semua, pendekatan ini adalah gagasan untuk mengalihkan tanggung jawab sambil 

menuntut pertanggungjawaban atas hasil . Elemen dasar lainnya dalam mengelola hasil adalah 

Perencanaan strategis mengidentifikasi misi inti dan tujuan pemerintah dan Kinerja informasi 

menggunakan langkah-langkah pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan kinerja (Bank 

Indonesia, 2021). Perencanaan strategis harus menjadi bagian pertama dari pengelolaan hasil, 

mengidentifikasi apa yang penting untuk mengukur dan melegitimasi tindakan yang dipilih. Dalam 

mengelola hasil nyatakan pemerintah telah mengidentifikasi tiga kegunaan utama untuk informasi 

kinerja ; Meningkatkan akuntabilitas public, mengelola untuk kinerja yang lebih baik , meningkatkan 

sumber daya alokasi (Rawung, 2021) 

 

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Evaluasi sebagai Pilar Peningkatan Kinerja 

Pemerintah Daerah 
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Perencanaan kinerja menjadi dasar utama dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. 

Indikator kinerja yang dirumuskan dengan baik mencerminkan tujuan dan sasaran organisasi, serta 

menyediakan informasi yang menjadi dasar alokasi anggaran yang efektif. (Syuliswati & Asdani, 

2017) Dalam konteks pemerintah daerah, perencanaan yang matang memungkinkan fokus pada 

hasil yang ingin dicapai, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

anggaran (Afriady & Rahmah, 2022; Selviani, 2020; Sofyani, 2018). 

 Tahap Pelaksanaan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen organisasi, 

termasuk pemimpin dan staf. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan 

anggaran serta kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pemerintah daerah (Candra & Gowon, 2019; Puji Handayati & Brilian Prastiti Andri Safitri, 2020). 

Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif turut memastikan efisiensi dan 

ketepatan penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Kawedar et al., 

2019). Tahap Pelaporan menjadi langkah penting dalam menilai pencapaian target kinerja. Laporan 

yang transparan dan akurat memberikan informasi penting bagi proses evaluasi dan pengambilan 

keputusan di masa mendatang (Sofyani, 2018). 

Evaluasi kinerja merupakan tahapan yang penting dalam penganggaran berbasis kinerja, 

yang mencakup analisis terhadap hasil yang dicapai dan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran. Evaluasi yang komprehensif memungkinkan pemerintah daerah untuk 

mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penganggaran dan merumuskan langkah-langkah 

perbaikan yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya berfokus pada output dan 

outcome yang telah dicapai, tetapi juga pada sejauh mana alokasi anggaran mendukung pencapaian 

tujuan jangka panjang dan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi ini menjadi alat yang krusial 

untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di masa depan (Fitriana, 2014; Ummam et al., 2023). 

Tahapan dalam evaluasi kinerja yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: pertama, perencanaan yang harus menyelaraskan antara kebutuhan riil pemerintah daerah 

dengan sumber daya yang tersedia, serta memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan 

relevan dengan kondisi daerah. Kedua, pelaksanaan yang melibatkan pengawasan dan pengendalian 

terhadap penggunaan anggaran secara efektif untuk mencapai output yang diinginkan. Ketiga, 

pelaporan yang mengharuskan transparansi dalam menyampaikan hasil pelaksanaan anggaran 

kepada publik dan pihak terkait. Terakhir, evaluasi yang harus mengidentifikasi kekurangan dan 

memberikan rekomendasi perbaikan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan 

anggaran. 

Secara keseluruhan, integrasi yang kuat antara keempat tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan evaluasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Langkah-

langkah ini tidak hanya mendukung akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mendorong 

pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat (Afriady & Rahmah, 2022; 

Candra & Gowon, 2019; Kuntadi & Prita Yuniarti Ramayani, 2022).  

 

SIMPULAN  
1. Implementasi anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pendekatan ini mengintegrasikan 

perencanaan strategis, pelaksanaan yang terarah, pelaporan yang transparan, serta evaluasi yang 

komprehensif untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal dalam 
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mencapai keluaran dan hasil yang diharapkan. Dalam praktiknya, meskipun konsep value for 

money berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi, tantangan dalam pencapaian 

efisiensi yang lebih baik masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, 

perubahan radikal dalam manajemen publik, seperti penguatan sistem pengendalian internal, 

pelibatan partisipasi seluruh elemen organisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini. 

2. Pendekatan anggaran berbasis kinerja tidak hanya membantu pemerintah daerah memenuhi 

tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi 

kepada masyarakat. Dengan fokus pada hasil yang terukur dan berbasis prioritas nasional, 

implementasi anggaran berbasis kinerja dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. 
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